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Pendahuluan -

Hamp;r semap gugataa dalam petitumnya, jika tak hendak dlkatakan -
sebagai seringkali, dicantumkan permohonan agar putusan dapat dijalankan
lebih dahulu, walaupun terhadap putusan itu diajukan upaya Hukum, -
per}awanan banding atau kasasi. Dalam bacaan, pumsan yang memuat
diktum demikian ini lazim disebut putusan serta merta.' Dalam bacaan, hal
ini juga dikatakan vitvoerbaar bij voerraad.?

Pergoalan lembaga uitvoerbaar bij voorraad ini memang nampak di

‘Istilah ini pernah dicewskan dalam rapet kerjz Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tinggi selusih
Indonesia di Jakarts pada tangegat 19 Juni 1972 sempai dengan tanggal 22 Juni 1972, yaitu sehagm
penggani iglilah "Uﬁvoerhaar bif voorraad"”.

* Hugesholtz W. Mr., bewerkt door Mr. W. H. Hemskerk Hoofa‘!ynen van Nederlands Burgerlijk
Proces - &cchl V&ga B@eken_;, 1976, *gravenhage. Pag.
Stem P. A. Mr, : Compendium van Burgerlijk Proces - Ree:‘}z: zesde druk, Kluwer - Deventsr. 1985,
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bangku perkulishan dahulu hampir atan jarang diperdengarkan. Namun
dewasa ini sehubungan dengan banyaknya kasus yang mencuat kepermukaan,
dan kadang dapat menimbulkan keresahan, terutama dikalangan para subyek
yang ikut dalam suatu proses peradilan perdata, kiranya latar belakang yang
demikian inilah, yang menarik untuk diungkapkan pembahasan seria
pengkajian terbadapnya.

‘Dalam prakiek sehari-hari, telah diketahui bahwa putusan Pengadilan
Perdata, 'itu, biasanya baru dapat dilaksanakan, setelah im mempunya; '
) kekuatan metap/pastz (uiteriijke kracht van gewijsde). '

“Suam putusan memperoleh kekuatan Hukum yang tetap/pasti (krache van
.gewijsde), apabila tidak ada lagi upaya Hukum biasa tersedia. Termasuk.
upaya hukum biasanya adalah, perlawanan, banding dan kasasi.®

Kekuatan hukum yang melekat pada putusan i, berarti putusan sudah
tidak dapat lagi dirubah, sekalipun oleh instansi pengadilan yang lebih tinggi,
kecuali jika diupayakan hukum yang khusus, yaitu peninjauan kembali, ataun
diajukan perlawanan oleh fihak ketiga (derden verzet).

Dalam kepustakaan Belanda dijumpai perbedaan istilah Yonmis dan
Gewijsde.” Vonnis diartikan putusan yang belum berkekuatan Hukum yang
tetap/pasti, sedangkan gewijsde dimaksud putusan yang telah mempunyai
keluatan Hukum yang pastifietap. Yang pertama masih terbukaftersedia
upaya Hukum biasa, verzet, banding dan kasasi. Vonnis sering disebut
sebagai "voorlopig gewijsde", sedangkan gewijsde disebut uiterlijke
gewijsde.’

Pitllo:® mengemukakan : “bahwa peristilohan demikion ini agak keruh.
Putusan berkekuatan hukwm pasti artinya sama dengan putusan Hokim,
Putusan berkekuatan hukum pastiftetap adalah putusan Hokim”, demikian,
Pitlo.

Berkekuatan hukum tetap/pasti sebenarnya mempunyai arti positif dan
negatif. Hal ini menyangkut tentang kekuatan mengikatnya suam putusan

*Sudikno Merto Kusumo. Dr, SH. : Hukum Acara Perdate Indonesia, Penerbit "Liberty " Jogyakacta,
1977. halamsan 146,

*Star Busmann C. W. Mr., Hogidstnddeen van her Burgerlijke Recht vordering. Haarlem de Erven F.
Bohn 'V, 1948, Pag. 555 - 556 (Mo. 391).

*Sudikno Merlokusumo, Op.cit., halaman 144, John Z, Loudu, K., Sehetapy, I.E., SH., (Humpulan
karangan). Hukum Acara, halaman 12, diterbitkan oleh Pusat Studi Kriminologt, Fak, Bukum Universitas
Airdsngga. {lenpa tahun).

SPitlo. A. Mr. Prof. : Bewiis an verjaring noor het Nederlands Burgerlift Wes - boek. (derde druk),
T T Thasab WNltHnlk & oase B Y Tlaasfass I08F Tace YT




o (‘bmdende kracht) Amnya putusan yang telah dijatubkan itu mengikat kedua
' belah_ﬁhak (Subyek Hulum yanﬁ terkalt daiam suatu pmses} bahwa“ ap&

R :_ Daﬁém p'asal_ tersebut (2) dltenmkan unzm%: dapaz mengajukan kekuatafz iru___': :

. perluiah, ahwa_soel yang dituniut soma,. tuniutan berdaser alasan yang. -
sama ia:gzpwz dzajukafz oleh dan terhadap fihak yong sama pula (Texj. Prof,

Sube%gtl) Rasio demikian ini didasarkan pada alasan untuk kepentingan para ek
pencari keadilan (_}usnsmbaien) Litis finiri opertet. '

Jadi daya kelmatan pasti "negatif” suatu putusan dapat dianggap, jika -
teia‘ﬁ d;lakukanfdﬂalm suaiu proses peradilan (normal), maka pengulangan-
itu yang mempunyal akibat yang sama dengan fujuan semula, harus dibiarkan -
demikian.’

Daya kekuatan pasti tersebut tidak dapat ditetapkan oleh Hakim, tetapi
oleh salah satu fihak dalam pemeriksaan banding, Dalam hal putusan belum
memperoleh kekuatan Hukum pasti (inkracht van gewijsde), yang terbuka -
untuk pemeriksaan berikut (verzet, banding dan kasasi tersebut dikatakan’ -
behwa upaya hukum biasa tersebut mempunyai daya kerja menunda
(schorsende werking), yang menghalangi pemeriksaan (berlakunya) perkara.:
untuk selanjutnya. Tentu saja hal ini setelah melewati waktu untuk ..
mengajukan perkara itu selanjutnya, dan yang ditentukan oleh UU:~
Misalnya: waktu 14 (empat belas) hari, untuk pengajuan banding. '

Sebaliknya, sesudah putusan itw memperoleh kekuatan hukum
pastiftetap, yang demi hukum memperoleh daya kekuatan mengikat, (res
Judicata pro varitate habitur), telah ditetapkan secara d: 2finitif hukumnya,
dan dengan demikian akan terfutup untuk pengajuan upaya hukum biasa
(bandmg, perlawanan, kasasi, dengan mengingat waktn untuk mana
pengajuan i dilampaui, berarti dengan pengajuan hukum biasa itu,
menghalangi atau menunda ber}akunya daya kerja kekuatan hukum
pasti/tetap tersebut.

Pada asasnya setiap pelaksanaannya suatu putusan tersebut, selalu
menunggu sampai putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang

"M, C. E. STAR BUSMANN . Op.cit, Pag. 538, No. 392.
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pastiftetap. Pengecualiannya terhadap asas inl dijumpai dalam hal apabila.
putusan berbunyi (dikum) : dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada "

perlawanan, banding aigu kasasi (upaya hukum biasa). Jadi daya kerja
upaya hukum biasa itu ditunda, dihentikan, dan pelaksanaan eksekusi putusan
serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut dapat berlanjut, diteruskan,
dan dapat dilaksanakan walaupun diajukan permohonan upaya hukum itu.

Akibat hukum lain, bahwa yang disebut waktu menunggu untuk mempemleh_ o

- kekuatan hukum yang pasti tersebut menjadi tidak berlaku.

Putusan serta merta (sitvoerbaar bij voorraad) tersebut diatas, tldakiah_ B
 selaly mungkin dapat dijatuhkan dalam suatu dispositif, kecuali apabila telah
' mpenuhi syarai-syarat yang ditentukan datam UU, (vide pasal 180 HIR,
pasal 191 Rbg.). Batasan yang dijumpaidalam ketentuan ini adalah :

I, Adanya suatu foita otentik atau tulisan tangan (Hand schrift) yang _
menurut UU mempunyai "kekuatan bulsi”,

2. Adanya suatu puiusan yang sudah mempunyai kekuaian Hukum
yang pasti, sebeluinnya, yang menguntunghkan fihak penggugai, dan
ada hubungannya dengan gugatan selanjuinya.

3. Ada gangguan provisionil yang dikabulkan.

4. Dalam sengketa mengenai "bezits - recht.”

(Teks asli dalam Engelbrecht, 1960 halaman 1755).).
Pasal 191 Rbg menentukan hal sama,

Kiranya perlu untuk lebih memahami persoalan tersebut, diketahui isi
ketentuan pasal 54 dan 55 Rv, yang mengatur lembaga serta merta
(Uitvoerbaar bij voorraad) ini.

Pasal 54 menentukan :

Peloksanaan terlebih dahulu dari putusan, walaupun bonding atau

perlawanan akan diperintahkon @

1. Apebila putusan didasarkan aias Akia Otentik

2. Apabila putusan didasarkan atas Akta dibawah tangan yang
diakui oleh fihak, terhadap siapa akia tersebut digunakan,
atay secara sah diakui, apabile perkara diputus secara
verstek,

3. Apabila telah penghukuman dengan suatu putusan yang tidak
dapardilawan atau dibanding lagi.

Pasal 55, bunyinya :

Pelaksanaan terlebih dahuin dari puz‘usan dapat diperintahkan walaupun

bonding atoy ada perlawanan dengan otau tanpa tanggungan, dalam

hal (... ada k.1 9 hal) yang antara lain:
I. Jika ada putusan sementara (provisionil) dikabulkan. (vide




angka@) :
;% *Bezits - Eecht (wde angka 9) : E
" Teks -asli *linat “Engelbrecht 1960 halaman 1146-1147. Suam
;"per%aaﬂdmgaﬁ pengamran menurut HIR dan Rv, dapat dijumpai bahwa pasal i
54 Rv menyebut ‘dengan istilah  zal bevolen worden, yang dapat .
: .?dnterjemahkan sebagai "akan”, sedangkan pasal 55 Rv dalam teks ashnya
_ _dn but kan bevolen yang dapat diterjemahkan dapat diperiptahkan. oo
- . ‘Remnowulan - Sutantiyo SH %, istilah zal bevoien
~hy ' ngandung arti’ gebzecfeﬁd suatu keharusan,
“Jadi pasal 54 Rv tersebut mengandung arti imperatif. Sedangkan istilah kan
bevolen menurut pasal 55 Rv, yang dijumpai juga dalam ketentuan pasal” 180.:----

HIR, pasal 191 Rbg tidak bens; Dermtah (keharusan) meiamkau berarti:: -

-boleh

Maksudnya jika salah satu syarat yang terbuat dalam ketentuan pasal
18@ HIR tersebut telah terpenuhi, maka diserahkan kepada kebijaksanaan .
Hakim, untuk menjanﬁlkan putusan serta merta (uirvoerboar bij voorraad),
atan tidak; artinya bagi hakim tidak ada keharusan menjatuhkan putusan
éemzklan

- 'Maka berdasarkan ‘pasal 180 HIR tersebut, sebenarnya tidak :ada
kewajiban atau keharusan bagi hakim, wewenang mana diberikan dan
hersifat diskretioner yang tidak bersifat imperatif (lihat: SEMA. No 3 Tahun
3.97 1, SEMA No. 6 th 1975).

Temyata memang ketentuan pasal 180 HIR, pasai 191 Rbg tersebut
tidak mengandung secara tuntas atai mengaturnya mengenai isi pengertian
(begrips-bepaling) tentang lembaga serta merta {uitvoerbaar bij voorraad)
tersebut, dan jika dibandingkan dengan isi ketentuan pasal 54-55 Rv, yang
dalam HIR nampak lebih sempit. - '

“Yang diatur dalam HIR hanyalah syarat-syarat materiil; kapan daiam hal
apa putusan serta merta itu dapat atau harus dijatuhkan, Sebenarnya lembaga
uitvoerbaar bij. voorraad ini tidaklah sekedar diatur dalam perundang-
undangan formal saja, melainkan juga dijumpei pengaturannya dalam
berbagai ketentuan Hukum materiil, dan bahkan dijumpai dalam ketentuan
hukum publik. Dalam hukum materiil misalnya: BW, Rv. Sedangkan dalam
- ketentuan hukum publik diaturnya, walaupun tidak secara tegas
menggunakan penyebutan demikian. (misalnya: dalam UU No. 49 Tahun

*Retnowilan Sutantic. My, SH, Iskandar Ceripkartawinats, 8H, Hufum deara Perdata dalom teori
dan Frakzek, (Alumai: Bandung 1986), Hatl. 91 - 92.

11, Ipid, }
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1960, dalam UU No. 19 Tahun 1959).

Perbedaan sifat imperatif menurut pasal 54 Rv dan yang bersifat
fakultatii menurut pasal 55 Rv sebenarnya terletak pada titik berat yang
menjadi dasar-dasar putusannya. Dalam hal demikian ini titik bera sifat
Amperatif ity terletak pada dasar pertimbangan hukumnya, sedangkan
fakultatif terletak pada urgensinya dijatubkan putusan yang demikian yaitu,
sifatnya yang mendesak ataupun keadazn yang mendesak sehingga dijatuhkan
Putusan yang demikian.' Hal ini akan mempengaruhi dalam hal dijatuhkan
putusan tersebut. Dalam praktek tentunya tidak sekedar atau semata-mata
-asalkan cukup bukti meyakinkan saja lalu dikabulkan permohonan putusan
serta merta. 3 ™
... Juga dolam kerentuan pasal 180, HIR tidak dijumpai ketentuan yang

disebut dengan kalimat .....: "mer of zonder borg-tocht™ {dengan atqu
tanpa jamingn. Hal demikian ini dolam proktek tidak Jarang
menimbulkan  kesulitan, jika putusan serta merta itu kemudion
dibatalkan oleh Pengadiian yang lebih tinggi, dan disertai ketentuon
perintah untuk mengembalikan kedalom keadaan semula (Recht

Herstel}, .
Tentang jaminan kiranya diketemukan ketentuan pasal 54 Rv. Yang menarik
perhatian lagi menurut Indroharts, adaish:? :

bahwa dalam pasal 180 HIR digunakan penyebusan dengan kalimai:

asal ada (indien er is ..., teks asli), sedangian dolam ketentuan pasal

54 Rv, yang menghoruskan dijatuhkan perintah eksekusi bij voorrand

mensyaratkan: “bilamana dalmm hal putusan it didesarken pade ...

(indien zij berust op) sebagai syarar kedua.

Hal ini membawa konsekuensi bahwa dalam pelaksanaannya atau
penerapannya, pelaksanaannya, bahwa dalam menjatuhkan perintah eksekusi
(menjalankan putusan pengadilan) itu, didasarkan pada pertimbangan telah
dipenuhinya salah satu syarat tersebut, berarti apa yang merupakan
pertimbangan pokok, mengapa eksekusi bij voorraad itu dikeluarkan.

Maka amat jelaslah, bahwa penjaiuhan putusan serta meria (ij
voorraad) tersebut diatas oleh hakim yang bersangkutan diperlukan sikap

®fbid, Indroharto, SH (Hakim Agung MARD, Erecusie Bij Veorraad,
Dicetak untuk keparlvan intern, Dinsahakanoleh : Pengadilan Tinggi JATIM Biro Stadok, 1973, halaman
12,

Wibid., halaman 14 - 15,

2Ibid, halaman 14 - 15.




 Permasalahan

 Dari pengalaman serta pengamatan praktek seharichari sering dij

kesulitan, keresahan, serta Ketidak pastian dan berlarat-laruinya suatu proses

P
“olen

tksaan perkara, dalam pelaksanaannya (eksekusi), yang dischabkan
danya putusan pengadilan yang menggunakan lembaga uitvoerbaar bij.
tersebut. Ungkapan demikian bukan suatu fiction, tetapi merupakan .
jadian ernah yang dijumpai di sementara kota, dimana

dambakan suam tindakan yang mengarah pada sikap yang tegas bij |
i mengacu kepada keadilan bagi, setiap pencari . keadilan, - Yang -
" diharapkan dari penegakan hukum ity sendici. Lalu, bagaimanakah hal

seperti. itu dapat terjadi. Hal inilah yang mendorong penulis untuk sepingas
-mengadakan telash atas hal yang penting ini. R =

s Lo W Telaah dan E’embahasgﬁ :
"i)}e?aﬁilan:: Sederhana Cepat dan Biaya Ringan,

" Maksud dan’ tujuan orang mengajukan gugatan percata (penggugat),
adalah agar pengadig_an_me_mberikan_pu_m_san yang memberikan kemenangan

- baginya, setelah diputus, dan segera dapat dimohon eksekusi (pelaksanaan
‘putusan), dan dapat segera pula menikmati hasil-hasilnya, tanpa menunggu

berlama-lama  sampai dengan adanya putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang pasti, {n kracht van gewijsde).

Dan apakah fihak yang dikalahkan itu sedang menempuh upaya hukum
(biasa) banding atau tipaya hukum yang lain atau agar putusan seria merta
itu dibatalkan atau ditunda berlakunya, tentunya hal ini terserah kepada yang
bersangkutan sendiri, pokoknya dari sudut pemohon/penggugat yang
dimenangkan it adalah merupakan fihak yang sangat diunfungkan,

.. ‘Lebih-lebih dewasa ini, persoalan tentang kredit macet sudah begitu

tersebar mencuat dipermukaan. Yang jelas dengan kredit macet tersebut,
fihak bank, baik pemerintah maupun swasta, fentu sangat dirugikan,

. Dalam alam pembangunan nasicnal dewasa ini, nampak jelas peranan
bank tersebut sangat dominan, agar dapat menyalurkan dana (kredit) vang
mengacu pada meningkainya partisipasi dalam pembangunan itu sendiri, dan
agar kredit yang diberikan itu dapat dengan cepat kembali tepat pada
wakinnya untuk dengan cepat pula dapat disalurkan kembali ke masyarakat
guna pembiayaan kredit selanjutnya atan penambahan deviga negara, tenfunya
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dalam hal ini diperlukan kelancaran penanganan, apabila diajukan lewat
Pengadilan (Negeri) dan agar diputuskan dengan putusan serta meria, asal
atasan mengijinkammya.

Jelas bahwa dalam hal ini diperlukan penanganan prosessing yang sederhana,
cepat disertai pembiayaan yang ringan.

' 'Sebenarnya dalam undang-undang sendiri telah dipahatkan asas-asas
tersebut, sebagaimana dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 UU Ne. 14 th 1970,
‘bahwa : Peradilan dilakuken dengon sederhona, cepat dan biaya ringan.
'Se@gsrkana, ini mengacu pada pengertian penyelesaian perkara, berliku-liku
(complicated) tidaknya, sedangkan cepat mengacu pada tenggang atau wakiu
‘yang layak/pantas umiuk menyelesaikan perkara im. Biaya ringan ini
mengacu pada beban berat ringan yang harus dikeluarkan oleh para fihak
yang berperkara,

Walaupun demikian, tidaklah berarti bahwa putusan yang diajukan oleh
hakim, tanpa dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat, teliti
dan sempurna dan cukup memberikan alasan-alasan mengapa harus
dijatuhkan putusan demikian (onvoldeende gemotiveerd). Dalam hal ini
teringat kembali, akan adanya apa yang disebut : Asas-Asas Umum Peradilan
yang Baik atau Asas-Asas Umum Hukum Acara yang baik yang bamyak
dipengaruhi oleh apa yeng dinamakan : Asas-gsas umum pemerintahan
yang Baik.

Sarjana Mr. B, M, Wesseling Van Gent"™ mengemukakan adanya 5 (lima)
syarat hukum acara, yang diantaranya, disebutkan :

a.  Hoor en verhoor (wederverhoor), ook wel het gelijlheid beginsel

genoemd,

Onpartijdigheid van de Rechier.
Openbaarheid van behandeling en uitsprack.
Motivering van de beslissing.

e. Beslissing binnen redelijke termijn.

Apa yang dikemukakan diatas dapat digunakan sebagai perbandingan, untuk
semacam guidance ataupun petunjuk bagi pelaksanaan penanganan peradilan
pada umumnya. Bandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh Spedikno
Mertokusumo, SH, dalam bukunya: Hukum Perdata Indonesia, 1977,
halaman §-15.

Memang pada hakekatnya persoalan kredit macet, lewat penanganan

prosessing di Pengadilan Negeri mengesankan faktual yang lamban, berbelit-

B0

My, E. M. Wesseling Van Gent, Minimum vereisten voor een Cviele procedure, (Open besiuur
omgaan met mondigeinensen. Samson Uligeverrtj, Alpen sanden Rijn, 1980, Pag. 28. (Cat. scbuah studi
dari Pakar Hukum, TH Univers. Leiden).




i sing acara’ yang rumit berliku-liku yang ditamb;
iy - dengan kemungkinan birokrasi peradilan yang tentunya kurang meny
- -+ dibutuhkannya .’pényfele}sai@__ perkara-secara tepat, ‘dan’ cepat. Lebih.
" menghadapi debifur yang nakal yang terus berusaha dan jika perly
. menghambat, mengulur-ulur - waktu pelunasan kredit, Maka jelas ha
- tidak menunjang keberhasilan Pembangunan itu sendiri. Akan namp
bahwa kreditur yang nakalitu, berusaha berlindung dibalik kesulit

+ belit lewat prosess

aja
ini

kerumitan *jalan . prosessing " tersebut -

-4 Tenm dari studi dan pengamatan prakiek, perlu kiranya ditelash dan -

..+ dikaji bagaimana hal ity dapat terjadi.. Yang tidak boleh dilupakan: a

-+@pakah prosessing yang dilaksanakan tersebut diatas (lewat PN) apakah 1dah

. dilalui serta berlandasan pada yang sudah semestinya, karena Pengadilaniah

- yang . merupakan tumpuan terakhir keadilan yang diharapkan -dan

..ot~ Kiranya apa yang ditentukan dalam’pasal 4 (2) UU. No. 14 TH 1970
-.bukan merupakan impian kosong, - o A3

R R Telaah dan Bzhasan

_ -Secara jujur harus diketahui dan disadari bahwa penggunaan lembaga
- mitvoerbaar bij voorraad ‘it harus dilakukan secara berhati-hati. Masalah
. tersebut akan menimbulkan akibat yang sangat fatal, jika tidak diiékii___k_an
-dengan - hati-hati, - terutama akibat  yang mungkin timbul ~‘dalam
pelaksanaannya, Karena sekurang-kurangnya fihak pelaksana/petugas
penegak hukum/para Hakim, sebenarnya harus  sudah - mewekani
{prevoir=vorzien) akan kemungkinan timbulnya akibat yang tidak

- diharapkan itu. Dengan tidak mengurangi kepercayaan akan bobot putusan
seorang Hakim (yang harus dilandasi dengan alasan hukum yang sempurna
-dan memadai) kiranya harus diakui bahwa masalah tentang eksekusi putusan
uitvoerbaar bij voorraad ita tidak dapat terlepas dari masalah mutu serta
bobot serta kebenaran it sendiri dalam memberikan pertimbangan yang
cukup dari putusannya, (Put. MA RI tgl 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969,
putusan MA. 1gl 9 Agustus 1972 No. 9 K/Sip/1972, putusan MA. tgl 13 Juli
1976 No. 588 K/Sip/1975, dan juga putusan MA tgl 3 Desember 1074 Mo.

104 K/Sip/1971. dst ... dsinya). '

Prosessing perkara yang berlamui-larut sebenarnya  disebabkan
kekurangeermatan serta kejelian telaah/peneiitian dari gigi gugatan yang
diajukan oleh para pemohon, yang salah sat faktornya adalah kefiadaan
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. penggunaan londasan hukum positif yang berlaku, secara tepat. Hal inj
. menimbulkan  kesan seolah-olah  putusan  demikian  terlalt  mudan
) diberikan/dijatuhkan, walaupun melewaii prosedure ijin atasan. {(Misalnya
dari Pengadilan Tinggi). Misalnya: walaupun sudah ditentukan atau dibarasi

B "_'_oieh ketentuan pasal 224 HIR, namun masih saja dijumpat penggunaannya

atas dasar penafsiran yang belum seragam. Sehingga bukti yang diajukan
) berdasar ketentuan ini, dimasukkan dalam lkategori svatu alas hak

; (Auﬁwﬁtzeke tateis} dan mengacu pada ketentuan pasal 180 HIR. Dan atasan
. yang menerima permohonan ijin untuk melaksanakan  eksekusi pufusan

“uitvoerbasar bij veorrasd tersebut® dengan cepat menyetijui pelaksanaan
.. At Tidak jarang pula terjadi suatn ijin yang telah diberikan selang beberapa

"] _hari kemudian dicabut tangguhkan dengan alasan adanya hal baru, sehmgga

. tidak memungkinkan dapat dilanjutkan pelaksanaan itn.

- Pernah kejadian gugatan penggugat dikabulkan, dengan putusan seriz
- merta. Obyek gugatan yang terdiri dari beberapa bidang tanah dan bangunan,
terletale di wilayah Hukum Pengadilan Megeri lain. Pengadilan’ Megeri
semula meminta bantuan agar membantu melaksanakan eksekusinya, yang
permohonannya dikabulikan oleh Ketua Pengadilan Negeri pertama, tanpa ijin
dari Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkuian, Sedangkan perkaranya oleh
fihak tergugat diajukan permohionan pemeriksaan tingkat banding.

Ternyata tanah dan bangunan (beberapa buah) itu kenyataannya (infeite) telah
berubah keadaannya, yaitu telah dihuni oleh beberapa orang penghuni dan
berbagai-bagai instansi. Dan penghuni ini mengajukan "protes” dengan
pengajuan perlawanan fihak ketiga (eksekusitoriale derden verzet) kepada
pengadilan dimana obyek tersebui terletak. Pengadilan Negeri ini mohon
petunjuk pada Pengadilan Tinggi, Ternyata PT menolak permohonan
tersebut. Dalam putusan banding PT menolak gugatan penggugat. Dan
kurang dari sehari pelaksansan eksckusi, PT mengeluarkan perintah
penundaan pelaksanaan eksekusi itu. Akibatnya para fihak mondar mandir
ke PT dan macet. Dasi contoh tersebut diatas itu terlepas akan "kebenaran”
masing-masing badan Peradilan tersebut = PN maupun PT) karena
perkaranya terus diajukan pemeriksaan tingkat kasasi, maka jelas impian
fihak penggugat akan kemenangan dan segera dapat memanfaati hasil
kemenangan itn gagal dan harus menunggu selesainya putusan sampai
memperoleh kekuatan hukum yang pasti, yang masih harus harus melewati
prosedure/prosessing (pemeriksaan) yang tidak dapat dikatakan cepat/singkat.
Kekecewaan/keresahan jelas timbul.
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E}@ndman Mahkamah Agung RIL

= :.' | Baoaimana sﬂ(a.p Mahkamah Agmw kﬁa menﬂhadapikesuiitamkesuhtan
: !tersebut‘? - _ 4 ARG
e éb’_eiiarnya S_uda}_i_ sejak lama, Mahkamah Agung telah mewekagi
L (veomen} tentang icemunga(man yang serius, terhadap akibat yang nmbul
‘dengan adaﬁya penjatuhan putusan seria meréa im,
: j-;‘ﬁa_ i dapat dlk:@tdim dﬁngm tsfah dxkeiuarkanny& SHSEE'HEESi dan_
o ‘beberapa surat edaran meﬂgeﬁa:. pmusaﬂ sefm merta tersebut, yang teiah
.7 . dikeluarkan pada tahun 1958, :
T i__:'Urutaa mstruksa dan surat-surat edamn ms&bu& adaiah sebagai herakut
o1, Instruksi MA tanggal 13 Februari 1958, tentang Uztvoerbaaa: Bu
- Voorraad
"o 2. Surat Edaran MA No. 13 tahun 1964 tgl. 10 Juli 1964, tentang
o Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu. (vitvoerbaar bij
CoLi s voorraad).
M3, Surat Bdaran MA No. 5 tzhun 1965 tgl. 5 Juni 1965, tentang
- Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu.

4, Surat Edaran MA No 03 iahun 1971, tentang Ultvoerbaax Bij
0 Yoorraad. -
5. Surat Edaran MA No. 06 tahun 1975, tentang Uitvoerbaar Bij-

% Voorraad.

© 6. Surat Edaran MA No. 03 tahun 1978, tentang Uitvoerbaar Bij
-~ Voorraad.Dalam Instruksi tersebut diatas pada pokoknya berisi ;
 a. Jangan secara mudah menjatubkan putusan uitvoerbaar bij
© woorraad.

b. Dalam hal ada sita conservatoir, maka pelaksanaan dari
eksekusi (uitvoerbaar bij voorraad) hanya dilakukan jika harga
barang yang disita tidak mencukupi.

¢. lJika dibayangkan {dapar), kalau dieksekusi bij voorraad itu

' dilaksanakan akan menimbulkan kerngian pada vang kalah,
yang sukar diperbaiki, maka kepada yang menang supaya
diminta, uang jaminan yang sefimpal.

Dalam surat edaran yang dikeluarkan berikutnya masih nampak berisi
nada yang sama yang dalam pengetrapan wewenang Pengadilan Negeri yang
diberikan oleh pasal 180 HIR/pasal 191 Rbg, agar sedapat mungkin jangan
menjatunkan putusan uitvoerbaar bij voorraad, atau jika dipandang perla
memberikan puivsan serupa itu, maka pelaksanaannya harus mendapat
iin/perseivjuan Iebih dahulu dari Mahkamsh Asune. ITadi dalam surat edaran
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ini nampak MA bersikap lebih keras, semacam larangan pelaksanaan putysan
U.B.V. jika tidak mendapat persetujuan MA. Dengan demikian menuiup
- kemungkinan adanya penjatuhan putusan U.B.V.

Dalam Surat Edaran No. 5 tahun 1969 Mahkamah Agung kiranya
‘mewekani, bahwa wewenang penjatuhan putusan U.B.V. tersebuyt pada

' hakekatnya adalah pada Pengadilan Negeri, (lihat kalimat periama pasal 150

* HIR yang menyehut dengan kata "landraad” {(Pengadilan Negeri sekarang),

g=)
Dalam hal ini MA mendelegeer wewenang fnemberi ijin semacam itu kepada

_' - Keta Pengadilan Tinggi yang bersanglkutan (berarti mengaktivir wewenang
- pengawasan PT terhadap pengadilan bawahan),

Kesulitan yang sering dijumpai ialah Jika Pengadilan Tinggi dalam memberi
“1jin" tersebuy, tidak atan behum membaca berkas perkaranya sekalipun sudah
diajukan permohonan banding karena, berkas belum dikirim.

Dalam Surat Edaran No. 03 tahun 1971 telah mewekani tentang
“pembatasan-pembatasan” yang tidak dapat dipertahankan secara terus
menerus sehingga MA kembali mempercayakan kewenangan pengetrapan
(pasal 180 HIR) ifu yaitu uitvosrbaar vij voorraad, kepada Pengadilan
MNegeri. Namun masih diperfukan untak metmperingati kepada Kema-ketua
Pengadilan Negeri untuk dapat memutuskan skselusi bij voorraad, yang
harus diserati penjelasan-penjelasan tentang macam-inacam Syarat tersebut
dalam ketentuan pasal 180 HIR/pasal 191 Rbg.

Dalam pada ita juga diingatkan kembali akan kesukaran (yang mungkin
timbul) jika putusan iw sudah terlanjur dilaksanakan, sedangkan kemudian
keadaan berbalik (putusan berikutnya berlawanan dengan puiusan semula).
Sikap MA terlihat Iebih tegas, ternyata dari isi Surat Edaran MA No. 03
tahun 1978. Dalam surat edaran ini ditegaskan, agar tidak dijatuhkan putusan
"uitvoerbaar bij voorraad” walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 HIR/pasal
191 Rbg telah terpenuhi.

Hanya dalam hal-hal yang tak dapat dihindarkan, keputusan demikian
yang sangat eksepsionil sifatnya dapat dijatuhi dengan mengingat syarat-
Syarat yang tercantum dalam Surat Edaran No. 6 tahun 1975 tanggal 1
Desember 1975.

Selanjutnya dalam surat edaran tersebut, dinyatakan bahwa dalam
rangka pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi terhadap
keputusan "uitvoerbaar bij voorraad” yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan
Negeri {dalam hal sesuai dengan yang disebut di atas), maka dalam wakiu
2 (dua) minggu, setelah diucapkan keputusan tersebut, Pengadilan Negeri
yang bersangkuian harus mengirimkan salinan keputusannya kepada
Pengadilan Tinggi dan tembusannya kepada Mahkamah Agung.

Dari gambaran tentang kronologis urutan instruksi dan surat edaran MA




tersebut dmtas knranya dapat disimpulkan :

.1, Diwekani, masih banyaknya putusan serta merta yang dgatuhk;m i
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. walaupun diajukan permohonan banding kasasi atau perlawanan,

Untuk tidak mudah memberi, menjatuhkan putusan seperti i,
" mengingat bahwa apabila kemudian putusan oleh Pengadilan atasan;'_' :
terbalik, akan menimbulkan kesulitan, dan karena itu ada larangan ™
.. pelaksanaan putusan semacam it _uka tidak mendapat persemjuan"
‘Mahkamah Agung. ReaRte
-_._'_;Kemudmn ada perubahan apabaia terdapat putusan eksekusi_
/ A .voorraad itu ada yermmtaan banding, fetapi juga permintaan. ags
- putusan itu dilaksanakan (lebih dahuly), maka MA menyer
kepada pengadzian yang bersangkutan untuk  memeriks:
“mempertimbangkan dan memutus dapat tidaknya permintaan i
- dikabulkan. (Pengadilan Tinggi mendapat delegasi wewenang dari.
_ Mahkamah Agung, dimana Pengadilan Tinggi adalah voer p@sé

terdepan dari Mahkamah Agung.

Dengan mencabut Surat Edaran No. 13 tahun 1964 dan No 5
tahun 1969, dipertimbanglkan bahwa restriksi-restriksi (pembatasan}
yang diadakan dahulu oleh Mahkamah Agung tidak dapat
dipertahankan lagi, dan dengan memberikan kepercayaan kembali
kepada Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan oleh undang-
undang. Walaupun demikian masih perlu diperingatkan, agar
sungguh-sungguh mengindahkan syarat-syarat yang diperlukan
untuk dapat memutuskan eksekusi bij voorraad, dengan disertai
penjelasan tentang macam-macam Syarat sebagaimana ditentukan
dalam pasal 180 HIR/pasal 191 Rbg. Dan juga diingatkan kembali
akibat yang sangat sukar diperbaiki jika pufusan kemudian atau
keadaan demikian menjadi berbalik. Kecuali itu juga diingatkan
untuk memerintahkan penundaan eksekusi, jika terdapat kekeliruan
atau kelkhilafan yang menyolok.,

Selanjutnya diingatkan bahwa wewenang diskresioner yang tidak
imperatif sifatnya yang diberikan oleh UU {berdasarkan pasal 180
HiR/pasal 151 Rbg.), walaupun demikian masih diminta cleh MA
agar tidak menjatuhkan putusan (serta merta) walaupun syarat-
syarat dalam pasal 180 ayat 1/191 ayat 1 telah dipenubi, dan hanya
dalam hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang
sangat eksepsionil sifatnya, dapat dijatuhkan. Sekalipun demikian,
masih  tetap harus diingat bahwa puinsan  itw dapat
dijatuhkan/diberikan : misalnya (ada K.1 6 syarat) : jika dipandang
periu dengan jaminan oleh fihak pemohon eksekusi, yang
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" 6. Pembatasan-pembatasan yang berupa syarat seperti tersebut diatas
~ divlang kembali dalam SE No. 03 tahun 1978, dengan penegasan
- .agar tidak dijatuhken putusan seria merta, dan hanya dalam hal
- yang sangat eksepsionil

Eksepsionil sifatnya dapat dijatuhi dengan mengingat syarat-syarat yang
ercantum dalam SE MA No. 06 tahun 1975 tgl. 1 Desember 1975.
Pendirian dan sikap MA seperti tersebut diatas, kiranya merupakan hai-hal
yang wajar-wajar saja, mengingat bahwa Mahkamah Agung terbebani
tugas/fungsi pengawasan pumeak ferhadap pengadilan-pengadilan
dibawahnya.
 Tentnya restriksi (pembatasan-pembatasan) tersebut, merupakan
kebijaksanaan dari Instansi Peradilan yang mempunyai funksionale top
seperti MA R.1., ini dan seyogyanya tidak dilihat dari segi kebebasaan para
hakim, yang mengembang misi suci menjathkan putusan yang berdasarkan
pada apa yang dianggapnya adil dan bijaksana secara benar. Yang pada
hakekainya kebebasan itu tidak bersifa: mutlak (2bsolut),

M. Yahya Harahap, SH Y, dalam bukumya: Ruang Lingkup
Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, mengemukakan:
"ev. kebijakan pembatasan tersebut, jangan terlampau dipertentan gkar
semata-mata dari sudur kebebasan dan kewenangan yang kurang
terkendali, apalagi kebebason yang lurang arif memperkirakan
malapeiaka, adalah kebebasan liar yang buas. ™
Selanjutnya beliau mengemukakan:
"... Lagi pula kebijokan i sendiri ridak bertujuan mencabut
kewenangan seria kebebasan Haokim menjanhkan putusan ekselusi
terlebik dohulu. Pada saru segi kebijakan itu hanya menuniui "penghati-
hatian hakim, oleh karena lembaga putusan semacam ini adalah sangat
“ekseptionel”. Dan pada segi lain, perlunya ifin menjaionkan putusan
eksekusi terlebih dohuiu dari peradilan yang lebih tinggi ridakloh
terlepas dari fungsi strulitural mengawasi rindokan-tindakaon peradilan
yang lebih rendah, kearah yang tepat dan benar menurut hulamn. ”

“Ml. Yehya Hamhap, SH, Ruang Linglup FPermasalohan Erselusi Bidang Perdata, (Cramedia,
Jakaria. 1988), Hal, 243.
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Pendekatan Lain

i Sebagazmma dgenasis:an dimuka bahwa suatu asas eksekasi adaiah;
bakwa- ekselusi. ity dopot dijalanken setelah pwusan pengadilon fersepys
meniperofeh kekuatan bulus setap/pasti. Dan bahwa terhadap asas demakaan_
- ini terdapat perkecualiannya (ekseption), yang antara lain adalah dalam hal

' pumszm serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Dalam putusan serta merta,
puinsan.yang bersangkutan sudah dapat dijalankan iebik dahualu, wa}aupun
+ iihak tergugal mengajukan permohonan banding, kasasi ataupun verzef

~ Berarti pemeriksaan pada tingkat banding, tidak menghalangi dilaksanakan

-putusan serfa ini. hxla’n sxfat @%as@psmnai dari lembaga pufusan serta merta
_ _tersebut o
Das&mpmg it periu éasadaﬂ Dahwa w&i&apw pumsan serta merta n:u
dapat dijalankan lebii dohulu, narun hakekat putusan serta merta it sendiri,
meickat sisi lain, yaltu sifat kesementaraan, artinya terhadap putusan
demikian, jika fihak yang terkena {tergugat) mengajukan permohonan
banding (kasasi atan verzet), masih ada kemungkinan terjadinya perubahan-
perubahan jika tak hendak dikatakan putusan kemudian (ditingkat banding);
akan berbalik (menjadi tidak sama) dengan putusan periama. Kemungkinan
demikian ini seharusnya di wekani (voorzien), olgh petugas yang berwenang
memberikan putusan tersebut.

- -Oleh karena itu putusan dengan lembaga seria merta itu mengdndung
suatu resike yang kelak/kemudian akan terfadi, maka para petugas/hakim
pada Pengadilan Negeri diharapkan penerapannya secara berhati-hati, teliti,
cermat, arif serta bijaksana, dan adalah wajar bahwa terhadap putusan akan
dijatubkan itu melekat restriksi (pembatasan), agar tidak terjadi pelanggaran
yang ‘mengarap pada tindakan yang melampaui batas wewenangnya, yang
demikian mengesankan tindakan yang kurang profesional.

Tentu saja kebolehan penggunaan lembaga tersebut di atas, selalu
dikaitkan dengan dipenuhinya syarai-syarat yang ditentukan dalam pasal yang
bersangkutan (pasal 180 HIR, pasal 191 Rbg). Setidak-tidaknya dapatnya
dijatuhkan putusan serta merta itu, haruslah di dukung syarat-syarat tersebut,

Pada hakekatnya menjatuhkan putusan atas suaty
perselisian/persengketaan, berarii berdasarkan keyakinan akan kebenaran dan -
keadilan menentukan secara pasti, norms-nerma hukum yang harus
diperlakukan dan harus ditaati oleh fikak-fihak yang bersengketa dalam suatu
kasus/peristiwa tertentu. Adapun penentuan nerma hukum sebagaimana
dimaksud itu, mengandung arti bahwa sang hakim menyatakan niatnya,
mewajibkan {ihak-fihak yang bersangkutan bersikap dan bertindak sesuai
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dengan norma hukum yang ditentukan itu.

Oleh karena itulah dapat dikatakan bahiwa fungsi dan tugas hakim dalam
aktivitasnya demikian ini memperlihatkan sifatnya yang irvasional, dimana
aktivitas tersebut berakar pada keyakinan dan hati nurani-sang hakim i,
yang diharapkan tercermin dalam setiap putusan yang dijatubkan.

Panl Scholten' dalam bukunya pernah mengemukakan bahwa :

*... suatu putusen adaloh suatu tindakan, yang akhirmya berakar pada

hati nurani yang dalom melaksanakan iu. Rmlah findakon yang

dikarapkan dari padenya. Dan ini adolah pernyataan kehendak yang
- bersifat lmich ... :

Dengan demikian maka fungsiftindakan sang Hakim dalam menangani
suaty perkara/ menyelesaikan suatu kasus perselisihan jelas mengandung
aspek rasional intelekiualis dan sekaligus irvasional refigius. Oleh karena
dalam menghantir dan sntuk dapat menjatuhkan/memberikan putusan yang
adil dan tepat, pada hakelatnya harus disertakan serfa dilandasi dengan apa
yang disebut "gefiuhl massige, devinatorisce anhung (petunjuk dari Tuhan
Yang Maha Esa, yang diperoleh secara perasaan halus”."

Sekaligus tenfunya diharapkan agar putusan hakim ita melekat kepadanya
suatu kewibawaan (gezeg/othority) dan kekuasaan (macht/power)."®

Gambaran mengenai aktivitag pelaksanaan tugas peradilan/hakim seperti
tersebut diatas itu, sapng hakim tidaklah bebas, karema ia terikat kepada
Hukum, Undang-undang, ketentuanfnormatif lainnya, dan pada rase
keadilan. Itulah sebabnya adalah wajar bahwa sang hakim dalam memberikan
putusan itu harus dan berkewajiban memberikan alasan (motiverings - plichr)
walaupun tidak tertutup kemungkinan dalam memberikan alasan-alasan
kemungkinan dibuatnya kesalahan, kekhilafan/kekeliruan bahkan tidak
terfutup kemungkinannya terjadinya penyalahgunaan kekuasaan/wewenang
yang ada padanya dengan tindakan yang sewenang-wenang.

Diatas telah dikemukakan bahwa suatu landasan/alasan yang dijadikan

Sarjono, SH. Prof. ! Pembahasen-Pembahasan Putusen-Futusan. Diterbitkan oleh MA, RL, untuk
kalanzan sandiri, bahan pada LATTHAN HUKUM den PERADILAN, angkatan 1970, halaman 3.

Bageera’S My, O, (bewerkt door Mr. Paul Scholten), Handleiding tos de beoefening van het
Nederlands, Burgerliih Recht. (Algemene deel). M. V. Ultgevers - Maatschappij. W. E. J. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1954 (Tjet. kedupagine 174)

YSgeiono Kosscemo Sisworo, SH. : Hakskar Fungsi Hakim Dan Tujuon Peradilan {Sekelumit
Tinjauan Dari Filsafas Fukam). (Dipersembahkankepada fth Bapak Motdjoro SH, Menkeh R). halaman
6.

¥orof. Sardjono, SH loc.cir © halaran 3.




" Ekselus Putusan Serta Meria -

 dasar untuk menjatuhkan putusan Serta merta, adalah ketentuzn yang dipah

~dalam pasal: 180 HIR, pasal 191 Rbg. Dengan membanding apa
}:-'-"éiteﬁ?lik%ﬁ}?daiaiﬁ::ép.as.ai.:3.5-‘?715- dan pasal 55 Rv, maka kefentuan yang
- dalem pasal 180 HIR, pasal 191 Rbg. (ihat toks terdahulu), bahwa dalam
- Pengetrapan penjatubian putusan serta merta, kecuali telah dipenuhina salah
satu syarat seperti yang ditentukan dalam pasal tersebut juga harus dipenuhi
- S;Y.a.ifé_t-:.s'yai"_aft/_?é'rﬁt_i#ﬁbaﬂgan-_pe;tiﬁibaﬂgan‘* - mendesaknya ‘(urgensi).
. keadaan/perkara yang dihadapi dan diputus itu. Yang menitik bétatkas pady
~penilaian. kekuatan pembuktian  dari alat bukti yang - diajukan oleh
pemohonpenggugat. oo o T E T
" " Kiranya amat urgen dan perlu mendapai perhatian yang khusus cermat,
dan patut diterima, 2pa yang dikemukakan oleh’ M. ‘Yahya Harahap, SH
(Hakim Agung RI) dalam sebuah karyanya.® Beliau mengemulakan: 5
ol bahwa .. Svarar- ulema kebolehian ‘menjatuhkan eksekusi putusan

o teriebih dahulu (serta merta); harus di dukung oleh elar-alat bukti yang
¢ dmemiliki nilai kekuatan pembulzian, (bewijskracht), -
oo ciyang cukup Sempurna (volledig - bewijskrachs),
Lo yang bernilai kekuatan mengikat (bindende bewijskracht) dan.~ =~

- yang bernilai kekuatan pembuktian yang menentukan {beslissende
- -Bahwa dukungan ‘oleh ketiga alat bukti tersebut diatas, yaitu alat bukti
. yang mempunyai nilai pembuktian (sempurna) merupakan Syarat utama

. -kebolehan menjatuhkan eksekusi terlebih dahuly.’ Pendapat demikian

. dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH.® '

- -Beliau juga mengemukakan, apabila dari hasil pemeriksaan gugatan
penggugat benar-benar didukung oleh alat bukti yang mempunyai nilai
kekuatan. pembuktian yang sempurna, mengikat dan ‘menentukan, baru
diperkenankan - menjatuhkan putusan eksekusi terlebih dahulu, tanpa
dukungan ketiga unsur kekuatan pembuktian dimaksud, tidak dibenarkan
menjatuhkan putusan eksekusi terlebih dahuiu.

Alat bukti yang mendukung keboichan penjatuhan hukum eksekusi
terlebih dahulu tersebut, harus merupakan kebulatan (yang utuh). Dalam arti
apabila nilai alat-alat bukti tersebut dalam persidangan tidak merupakan
pembuktian yang lengkap (utuh), misalnya hanya bernilai sempurna saja,
ataupun hanya yang bernilai mengikat dan sempurna saja, tidak boleh

¥Yahya Harahap, SH., op cir., halaman 243 - 247,

_-—




544 Hukum dan Pembangunan

menjatuhkan putusan eksekusi terlebih dahulu, Walaupun dalam pemeriksaan
persidangan sering kali terjadi para fihak telah mengajukan alat bukii yang
~otentik, dan bukti demikian dinilai mengandung kekuatan pembuktian yang
sempurna, tetapi apabila fihak lawan juga mengajukan alat bukii lawan
{tegenbewijs), baik berupa akta ataupun saksi-saksi, akan maka gugatan ity
‘jelas belum didukung oleh alat buks yang mempunyai milai kelwatan
- pembuktian yang menentukan (besiiiende bewijskrocht). e
O '5_Penu1is_a€ers_ebu_€ diatas dengan tegas menyatakan ; "......, saya menolak
pembenaran penjaiuhon putusan eksekusi terlebih dahuln, kalau hanva
didukung oleh nilai kekuatan pembuktion yang sempurna dan mengikat
| saja”?
. Di atas telah dikemukakan bahwa apa yang ditentukan pasal 180 HIR,
nampak agak berbeda dengan apa yang ditentukan dalam pasal 54 dan 55
R.v. Isi keteniuan dalam kedua pasal terakhir ini lebih jelas dan lebih lnas
dari apa yang diteninkan dalam pasal pertama, Dalam HIR tidak disebut
sebagaimana ditentukan dalam pasal 54 R.v, tentang ... diserahkannya pada
pertimbangan hakim perintah demikian ini dijatuhkan (putusan serta merta),
baik dengan aftau tanpa jaminan. (... met of zonder borgtocht). Dalam
prakiek hal seperti ini nampak kurang mendapat perhatian dengan seksama.
Star Busmann dalam bukunya® (No. 426, mengemukakan:
“bakwa mengenai putusan serta merta ini, sebenarnya undang-undang
bertolak pado dua pemikiran, pertama-iama bahwa eksekusi oleh
Pengadilan yang lebih Tinggi tidak diperlambaz, sedangkan yang kedua
bahwa didalam hal-hol yang wendesak pada umumnya peloksanaan
putusan lebih dohuly sangar diperlukan serta diharapkan pada
umummnya, tetapi Hakim dalam pertimbangan penilaiannyatetap bebas.
Dar wuntuk inilah hakim boleh sajc mengikat dengan menggunakan
Syarar-syarat berupa jominan (borg - tocht). Rasiomya agar apabila
putusannya kemudian tidak dapat dipertahankan, maka pada pemohon
eksekusi, dapar dimintakan ganti rugi.

Resiko demikian ini sebenarnya harus sudah di wekani {prevoir).
Sekiranya tidak dikehendaki pemikiran yang ferlalu formal Legistis, maka
ketentuan yang Juwes tersebut, dapat dijadikan sekurangnya pedoman demi
amannya pelaksanaan putusan serta merta yang dijatuhkan. Mahkamah

HS1ar Busmang, Op.eis., halaman 612 - 613 No. 425
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R .:_;:Eadij_-unt_uk}' menghindari - kesulitan yang timbul dikemudian hari, kir

~ Agung RI sendiri sebenarnya sudah pula mencanangkan tentang konstruksi
prosessing seperti ini, (lihat ‘Surat Edaran.No. 6 tahun 1975 dan No. 3
~ tahun1978). -
o Ada baiknya dikemukakan ketentuan pasal 1830 B.W. yang bunyinya:
. "Barang siapa yang' oleh undong-undang atau karena suaty putusan
. hakim, yang teloh memperoleh kekuatan mutlak, diberikon Seorang .
- penanggung, padahal ia tidak berhasil mendaparkannye, diperbolehian

bagal gantinya memberikan suaty jaminan godai atau Byporik

- Mausula, bahwa kepada pemohon/penggugat pada wakiu pelaksanaan putusan
Sepertiitu, diwajibkan -memberikan . jaminan, yang -nilainya sekurang-

kurangnya mendekati harga barang-barang yang akan dieksekusi tersebut,
Daan, ini berguna untuk memenuhi segala kemungkinan kerugian yang akan
.diderita oleh fihak tereksekusi. Yaitm apabila putusan yang dijatuhkan im
kemudian menjadi berbalik. (dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi).
= ~Dart. sekelumit- uraian diatas ‘dapatiah ‘disimpulkan bahwa walaupun

dalam HIR tidak tersurat tentang Kausule tersebut diatas, namun dari segi
Juridis penggunaan lembaga yang tidak diatur dalam HIR, yang akan tetapi
diatur dalam R.v. (Hukum Acara Perdata Barat) kiranya dapat dilakukan,
Satu dan lain karena desakan kebutuhan praktis, dan untuk menghindari

akibat fatal yang kemungkinan dapat terjadi.






